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Nomor : OT.04/LPP-114/PW20/6/2024 28 Maret 2024 
Lampiran : Lima Lampiran  
Hal : Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Tenggara  Triwulan I Tahun 2024 
 

 

Yth. Kepala BPKP 
u.p. Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola 
di  Jakarta   
 
 
 Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Tenggara Triwulan I Tahun 2024. 

A. Dasar Penugasan 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah. 

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). 

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

4. Surat Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Kelola Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor OT.04/S-306/SU/01/2024 

tanggal 18 Maret 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian LKj Triwulan I 

Tahun 2024. 

5. Surat Tugas Kepala Perwakilan Nomor OT.04/ST-184/PW20/6/2024 tanggal  

21 Maret 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Tenggara s.d. Triwulan I Tahun 2024. 

B. Tujuan Penugasan 

Tujuan penugasan adalah menyajikan informasi antara lain: 

1. Perkembangan capaian kinerja outcome pengawasan Triwulan I Tahun 2024 

berdasarkan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2024, capaian kinerja pada LKj Tahun 2023, dan Target Renstra Tahun 

2024. 

 
 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

Jalan Balai Kota Nomor 15 Kendari 93117  
Telepon (0401) 3121380, Faksimile (0401) 3122126  

E-mail: sultra@bpkp.go.id, Website: https://www.bpkp.go.id/sultra.bpkp 
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2. Perkembangan capaian kinerja output pengawasan Triwulan I Tahun 2024 

berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Tenggara Tahun 2024. 

3. Akuntabilitas Keuangan. 

4. Efisiensi Penggunaan Anggaran. 

5. Penggunaan Hari Produktif. 

6. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berupa realisasi 

penugasan pengawasan (PP). 

7. Perolehan Penghargaan. 

8. Kendala pencapaian target kinerja dan strategi peningkatan kinerja Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. 

C. Pernyataan Norma 

Kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi 

Tenggara dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) 

yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). 

D. Waktu Pelaksanaan 

Penugasan dilaksanakan selama enam hari kerja mulai tanggal 21 Maret  

sampai dengan 28 Maret 2024. 

E. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 

Capaian kinerja Triwulan I Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 

Tahun 2024 adalah sebagai berikut. 

1. Pencapaian Target Outcome 

Pencapaian target outcome sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 sesuai 

dengan Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara baru 

terealisasi delapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) atau 24,24% dari 33 IKU 

pada dua sasaran strategis kegiatan, dengan rincian sebagai berikut: 

Indikator Kinerja  Satuan 

Target Perkin Tahun 
2024  

Realisasi 
Tahun 
2024 

Triwulan I 

Capaian (%)  
Rata-rata 

Capaian SK 
s.d. TW I 

(%) 
Tahun 
2024 

Triwulan 
I 

Tahun 
2024 

TW 1 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 9=8/SK 

4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha 

4.4 Jumlah BUMDes yang 
mampu menyusun laporan 

BUMDes 15,00  0,00 15,0 100,00 - - 
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Indikator Kinerja  Satuan 

Target Perkin Tahun 
2024  

Realisasi 
Tahun 
2024 

Triwulan I 

Capaian (%)  
Rata-rata 

Capaian SK 
s.d. TW I 

(%) 
Tahun 
2024 

Triwulan 
I 

Tahun 
2024 

TW 1 

1 2 3 4 5 6 7=6/4 8=6/5 9=8/SK 

4.5 Jumlah BUMDes yang 
memberikan kontribusi pada 
perekonomian desa 

BUMDes 10,00  0,00 3,0 30,00 - - 

6 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU 

6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan 
Kapabilitas APIP >= Level 3 

Provinsi 1,00  0,00 1,0 100,00 - - 

6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota 
dengan Kapabilitas APIP >= 
Level 3 

Kabupaten/ 
Kota 

17,00  0,00 9,0 52,94 - - 

6.3 Jumlah Provinsi dengan 
Maturitas SPIP >= Level 3 

Provinsi   1,00  0,00 1,0 100,00 - - 

6.4 Jumlah Kabupaten/Kota 
dengan 
Maturitas SPIP >= Level 3 

Kabupaten/ 
Kota 

16,00  0,00 8,0 50,00 - - 

6.5 Jumlah Kab/Kota dengan MRI 
>= Level 3 

Kabupaten/ 
Kota 

6,00  0,00 3,0 50,00 - - 

6.7 Jumlah Desa yang 
pengelolaan keuangannya 
akuntabel 

Desa 1.054,00  0,00 12,0 1,14 - - 

Persentase capaian outcome Triwulan I tidak dapat dihitung karena target 

Triwulan I sebesar 0. Rincian rencana dan realisasi outcome pengawasan 

Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada Lampiran 1 

  Dari delapan realisasi outcome Tahun 2024, terdapat lima IKK yang 

merupakan capaian Tahun 2023 yang diakumulasikan sebagai capaian Tahun 

2024 yaitu sebesar 100%, sedangkan 3 IKK merupakan capaian 2024 dan 

seluruhnya masih dikisaran 15%-30% jika dibandingkan dengan capaian 2023, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Tahun 

2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Triwulan I 

Capaian 
(%) 
s.d. 

Triwulan 
ini 

1 2 3 4 5=4/3 

4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha 

4.4 
Jumlah BUMDes yang mampu 
menyusun laporan 

BUMDes                  52,00  15,00 29,00 

4.5 
Jumlah BUMDes yang 
memberikan kontribusi pada 
perekonomian desa 

BUMDes                  10,00  3,00 30,00 

6 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU 

6.1 
Jumlah APIP Provinsi dengan 
Kapabilitas APIP >= Level 3* 

Provinsi                    1,00  1,00 100,00 

6.2 
Jumlah APIP Kabupaten/Kota 
dengan Kapabilitas APIP >= 
Level 3* 

Kabupaten/ 
Kota 

                   9,00  9,00 100,00 

6.3 
Jumlah Provinsi dengan 
Maturitas SPIP >= Level 3* 

Provinsi                    1,00  1,00 100,00 
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Indikator Kinerja Satuan 
Capaian Tahun 

2023 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Triwulan I 

Capaian 
(%) 
s.d. 

Triwulan 
ini 

6.4 
Jumlah Kabupaten/Kota 
dengan Maturitas SPIP >= 
Level 3* 

Kabupaten/ 
Kota 

                   8,00  8,00 100,00 

6.5 
Jumlah Kab/Kota dengan MRI 
>= Level 3* 

Kabupaten/ 
Kota 

                   3,00  3,00 100,00 

6.7 
Jumlah Desa yang pengelolaan 
keuangannya akuntabel 

Desa                  80,00  12,00 15,00 

*) Capaian 2023 

Capaian outcome sampai dengan Triwulan I Tahun 2024, lima IKK 

diantaranya telah memperhatikan target Rencana Strategis (Renstra) BPKP 

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, sedangkan tiga IKK tidak 

menjadi target Renstra Tahun 2024. Dari lima IKK yang ditargetkan dalam 

Renstra Tahun 2024, terdapat dua IKK yang masih dibawah 100%, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Indikator Kinerja Satuan 
Target Renstra 

2024 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Triwulan I 

Capaian 
(%) 
s.d. 

Triwulan 
ini 

1 2 3 4 5=4/3 

4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Badan Usaha 

4.4 
Jumlah BUMDes yang mampu 
menyusun laporan 

BUMDes                  15,00  15,00 100,00 

4.5 
Jumlah BUMDes yang 
memberikan kontribusi pada 
perekonomian desa 

BUMDes 
Tidak terdapat 
dalam renstra 
2024 

3,00 - 

6 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU 

6.1 
Jumlah APIP Provinsi dengan 
Kapabilitas APIP >= Level 3 

Provinsi                    1,00  1,00 100,00 

6.2 
Jumlah APIP Kabupaten/Kota 
dengan Kapabilitas APIP >= 
Level 3 

Kabupaten/ 
Kota 

                  11,00  9,00 81,82 

6.3 
Jumlah Provinsi dengan 
Maturitas SPIP >= Level 3 

Provinsi                    1,00  1,00 100,00 

6.4 
Jumlah Kabupaten/Kota 
dengan 
Maturitas SPIP >= Level 3 

Kabupaten/ 
Kota 

                  13,00  8,00 61,51 

6.5 
Jumlah Kab/Kota dengan MRI 
>= Level 3 

Kabupaten/ 
Kota 

Tidak terdapat 
dalam renstra 
2024 

3,00 - 

6.7 
Jumlah Desa yang pengelolaan 
keuangannya akuntabel 

Desa 
Tidak terdapat 
dalam renstra 
2024 

12,00 - 



  
 

  

5 

Pencapaian masing-masing IKU tersebut merupakan kontribusi dari dua  

PKPT, dua topik, dan enam Penugasan Pengawasan (PP), dengan rincian 

sebagai berikut: 

No Indikator Kinerja Jumlah 
APP 

PKPT Topik ST 

4 Meningkatnya Pengawasan 
Pembangunan atas Badan 
Usaha 

1 1 4 Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Pemerintah Desa- 
Optimalisasi Peran BUM Desa 

6 Meningkatnya Pengawasan 
Pembangunan atas Kualitas 
Pengendalian Intern 
K/L/P/BU 

1 1 2 Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Pemerintah Desa- 
Akuntabilitas Keuangan dan 
Pembangunan Desa 

 Total 2 2 6  

Rincian pelaksanaan PKPT, Topik dan PP Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) disajikan pada Lampiran 2. 

2. Pencapaian Target Output Pengawasan  

Pencapaian target output terlihat dari jumlah laporan yang telah terbit. 

Jumlah laporan yang telah terealisasi  sampai dengan Triwulan I Tahun 2024  

berdasarkan target RKA Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara 

sebanyak 14 (empat belas) laporan atau 8,97% dari 156 Output, dengan rincian 

sebagai berikut: 

N0 Indikator Kinerja  Satuan Target  Real. Capaian 

1 2 3 4 5 6=5/4 

1 3676.EBA.962 Layanan Umum Layanan 2 - - 

2 3676.EBA.994 Layanan Perkantoran Layanan 2 - - 

3 3676.EBB.951 Layanan Sarana Internal Unit 94 - - 

4 3676.EBB.971 Layanan Prasarana Internal Unit 1 - - 

5 
3701.FAG.U11 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan 
Desa 

Laporan 3 2 66,67% 

6 
3701.FAG.U31 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang 
Dipisahkan dan BLU/BLUD 

Laporan 2 - - 

7 
3701.FAG.U71 Rekomendasi Hasil Koordinasi 
Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak 
Lanjut 

Laporan 2 - - 

8 
3701.FAG.U82 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Akuntabilitas Pemilu dan Pilkada 

Laporan 4 - - 

9 
3701.FAG.U12 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Optimalisasi Penerimaan Negara/Daerah 

Laporan 1 - - 

10 
3701.FAG.U81 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Peningkatan Kualitas Pendidikan 

Laporan 3 - - 

11 
3701.FAG.U83 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Prioritas Nasional dan Daerah 

Laporan 3 3 100,00% 

12 
3701.FAG.U84 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Program Ekonomi Hijau 

Laporan 2 - - 

13 
3701.FAG.U86 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting 

Laporan 2 - - 
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N0 Indikator Kinerja  Satuan Target  Real. Capaian 

1 2 3 4 5 6=5/4 

14 
3701.UAG.U21 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia 

Laporan 11 5 45,45% 

15 
3701.UAG.U22 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas 

Laporan 7 1 14,29% 

16 
3701.UAG.U23 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Sektor Pembangunan Ekonomi 

Laporan 4 - - 

17 
3701.UAG.U24 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Sektor Ketahanan Pangan 

Laporan 4 - - 

18 
3701.UAG.U41 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
atas Pengendalian Kecurangan 

Laporan 2 1 50,00% 

19 
3701.UAG.U52 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian 
Intern Pemerintah Daerah 

Laporan 3 2 66,67% 

20 
3701.UAG.U53 Rekomendasi Hasil Pengawasan 
Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian 
Intern Badan Usaha 

Laporan 4 - - 

  Jumlah   156 14 8,97% 

Rincian pelaksanaan target, realisasi dan capaian output Pengawasan 

Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan RKA disajikan pada Lampiran 3.  

F. Akuntabilitas Keuangan 

Realisasi anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara s.d Triwulan 

I Tahun 2024 sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2024 

(per tanggal 22 Maret 2024) sebesar Rp5.110.248.658,00 atau 19,35% dari 

anggaran sebesar  Rp 26.406.914.000,00 pada seluruh atau 20 (dua puluh) rincian 

output yang telah ditetapkan melalui RKA.  

Rencana dan realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan rencana 

output disajikan pada Lampiran 3. 

Dari realisasi anggaran tersebut, untuk kegiatan pengawasan adalah sebesar 

Rp420.011.024,0000 atau 8,19% dari Rp5.129.381.000,00 dalam rangka 

membiayai penugasan pengawasan sebanyak 116 PP. 

Rencana dan realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2024 berdasarkan bidang 

pengawasan disajikan pada Lampiran 4.1. 

G. Efisiensi Penggunaan Anggaran 

Efisiensi penggunaan anggaran pengawasan sebesar Rp368.236.976,00 

terjadi pada 111 Surat Tugas atau 95,69% dari 116 Surat Tugas yang diajukan 

permintaan anggarannya dan diterbitkan oleh Kepala Perwakilan. Nilai efisiensi 

diperoleh dari selisih antara nilai yang diusulkan melalui Cost Sheet sebesar 

Rp788.248.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp420.011.024,00.  
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Rincian Efisiensi Penggunaan Anggaran s.d Triwulan I Tahun 2024 disajikan pada 

Lampiran 4.2. 

H. Penggunaan Hari Produktif 

Realisasi penggunaan hari pengawasan pada 116 (seratus enam belas) PP s.d 

Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 4.007 OH atau sebesar 35,86% dari rencana hari 

pengawasan s.d Triwulan I sebanyak 11.175 OH. Sedangkan hari produktif sampai 

dengan 22 Maret 2024 sejumlah 3.819 OH ( 67 Orang x 57 HP). Kondisi ini 

menunjukan bahwa penggunaan hari produktif sebanyak 4.007 OH sudah optimal. 

Penggunaan HP tersebut bukan merupakan kontribusi dari seluruh bidang, 

melainkan dari tiga bidang (IPP, APD, dan P3APIP), sedangkan dua bidang lainnya 

(Investigasi dan AN) masih belum cukup produktif.  

Realisasi penggunaan hari produktif Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada 

Lampiran 5. 

I. Pelaksanaan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Pengawasan (PKPT) 

Realisasi PKPT dan PP s.d Triwulan I Tahun 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) 

PKPT  atau 40,00% dari  75 PKPT yang terdiri dari APP dan Non-Prioritas yang 

dilaksanakan melalui 116 (seratus enam belas) PP atau 38,80% dari 299 PP. 

Sedangkan realisasi PKAU sebanyak 3 atau 42,86% dari 7 PKAU. 

Berdasarkan jenis PKPT dapat dirincikan sebagai berikut. 

No Jenis PKPT 
Jumlah 

PKPT PP 

1 APP 19 78 

2 APPD 0 0 

3 Dukungan Pengawasan 3 33 

4 Non-Prioritas 11 38 

 Total 33 149 

 
J. Penghargaan dan Inovasi yang menonjol 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, sampai dengan Triwulan I 

Tahun 2024 belum mendapatkan penghargaan dan belum ada inovasi yang 

menonjol. 

K. Tindak Lanjut atas evaluasi SAKIP Tahun 2023 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara telah menetapkan target dengan 

memperhatikan capaian tahun sebelumnya dan menyusun rencana aksi dalam 

pemenuhan target kinerja yang ditetapkan.  
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L. Kendala Pencapaian Target Kinerja 

Secara umum capaian IKU, output, PKPT, PP dan Topik Triwulan I Tahun 2024 

telah memadai, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat 

perhatian dalam pencapaian target kinerja dan strategi peningkatan kinerja, yaitu:  

1. Aplikasi Monsima sebagai salah satu tools dalam mengelola data kinerja belum 

diterapkan secara optimal karena kurang aktifnya ketua tim dalam menginput 

laporan pada aplikasi SIMA-NG. 

2. Belum tertibnya tim dalam menginput penugasan dari perencanaan sampai 

dengan pelaporan serta capaian Indikator Kinerja Kegiatan pada Dashboard 

Kinerja Perwakilan sebagai aplikasi pendukung data kinerja perwakilan. 

M. Rencana Aksi 

Terhadap kendala pencapaian target kinerja tersebut, kami membuat rencana 

aksi sebagai berikut: 

1. Seluruh Koordinator Pengawasan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk 

mengefektifkan pengisian baik dari perencanaan, sampai dengan pelaporan 

pada Aplikasi SIMA-NG dan Dashboard Kinerja Perwakilan. 

2. Melaporkan secara rutin capaian kinerja masing-masing bagian/bidang dalam 

acara doa bersama dan apel pagi setiap hari senin setiap minggu. 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Bapak Kepala BPKP, 

kami mengucapkan terima kasih. 

Kepala Perwakilan 

 
Telah ditandatangani secara elektronik oleh 

 

Panut 

 

 

 

 

 

 

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap. 

Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme 
penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239. 


